KEPALA DESA BEDAHLAWAK
KECAMATAN TEMBELANG KABUPATEN JOMBANG

PERATURAN DESA BEDAHLAWAK
KECAMATAN TEMBELANG
KABUPATEN JOMBANG
NOMOR : 03 TAHUN 2017
TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA

PEMERINTAH DESA BEDAHLAWAK KECAMATAN TEMBELANG

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN JOMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a. Bahwa sesuai ketentuan pasal 7 Peraturan Bupati Jombang
Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa,
maka Desa Bedahlawak perlu menyusun kembali
Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa:

b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu menetapkan
Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa
dengan Peraturan Desa.

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Kabupaten di Propinsi Jawa Timur
Juncto Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang
Perubahan Bentuk Daerah Kota Praja Surabaya dan
Daerah Tingkat Il Surabaya (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234),

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Re ubli i
Nomor 5495); g publik Indonesia

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
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12.

13.

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5657);
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5538) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5717);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5694), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 87);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015
tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun
2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan
Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran  Daerah
I;abupaten Jombang tahun 2016 Nomor 1/D);

eraturan Bupati Jombang Nomor 27 Tahu

Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (nBze?i:as tg;gt;;g
gabutpaten Jombang tahun 2015 Nomor 27):

eraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentan
Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Ké‘-_'fjg
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Pemerintah Desa ( Berita Daerah Kabupaten Jombang
tahun 2016 Nomor 57/E);

14. Peraturan Bupati JOMBANG Nomor 55 Tahun 2016
Tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian
Perangkat Desa ( Berita Daerah Kabupaten JOMBANG
tahun 2016 Nomor 55).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BEDAHLAWAK KECAMATAN
TEMBELANG KABUPATEN JOMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERATURAN DESA TENTANG STRUKTUR ORGANISASI
DANTATA KERJA PEMERINTAH DESA BEDAHLAWAK
KECAMATAN TEMBELANG KABUPATEN JOMBANG

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten
Jombang.

2. Bupati adalah Bupati Jombang.

3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat
daerah Kabupaten Jombang.

4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan
nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan,  kepentingan  masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau
hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut
dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan Desa.

7. Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah
pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang,
tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah
tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah
dan Pemerintah Daerah.,

8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan
nama lain selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yand
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10.

12.

14.

15.

16.

melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya
merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa
adalah satu sistem dalam kelembagaan dalam pengaturan
tugas dan fungsi serta hubungan kerja

Perangkat Desa adalah unsur penyelenggara Pemerintah
Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam
melaksanakan tugas dan kewenangannya dan terdiri dari
unsur sekretariat, unsur pelaksana kewilayahan dan unsur
pelaksana teknis.

Sekertariat adalah perangkat Desa yang bertugas untuk
membantu Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan
kewenangannya dan dipimpin oleh Sekertaris Desa.
Sekertaris Desa adalah unsur staf, pelayanan dan tata
usaha yang membantu pelaksanaan tugas dan

kewenangan Kepala Desa dan memimpin Sekertariat
Desa.

. Kepala Urusan adalah unsur dari Sekertariat Desa yang

bertugas untuk membantu Sekertaris Desa;

Pelaksana Teknis Lapangan adalah perangkat Desa yang
bertugas untuk membantu tugas dan kewenangan Kepala
Desa dalam tugas operasional.

Kepala Seksi adalah unsur dari perangkat Desa yang
bertugas untuk membantu Kepala Desa dalam tugas
operasional.

Pelaksana Kewilayahan adalah perangkat Desa yang
dipimpin oleh Kepala Dusun yang berfungsi untuk
membantu pelaksanaan tugas dan kewenangan Kepala
Desa dalam lingkup 1 (satu) wilayah yang disebut Dusun.

. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya

disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan
Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama
oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa,
yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan

yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama
Kepala Desa.

. Kewenangan Desa adalah hak dan kekuasaan

Pemerintahan Desa dalam menyelenggarakan rumah
tangganya sendiri untuk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul
dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan
berada di daerah Kabupaten.
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BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP
Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Desa ini maka Peraturan Desa Nomor 6 Tahun
2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Desa ini dengan penempatan dalam Lembaran Desa Bedahlawak
Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di : Bedahlawak
padatanggal : 13 Februari 2017

KEPALA DESA BEDAHLAWAK

SYURI
J
Diundangkan di  : Bedahlawak
pada tanggal :13 Februari 2017
Sekretaris Desa,
)

GANDUNG CAHYO P

LEMBARAN DESA BEDAHLAWAK TAHUN 2017 NOMOR :3 /E
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LAMPIRAN

PERATURAN DESA Bedahlawak

NOMOR
TANGGAL

03

Tahun 2017

13 Februan 2017
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA PEMERINTAH DESA BEDAHLAWAK

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA

BPD KEPALA DESA
SEKRETARIAT DESA
KAUR KALUR
e = KEUANGAN PERENCANAAN
PEMERINTAHAN KESEJAMTERAAN

KASUN KASUN KASUN KASUN
Bedah Melik Dolok Nglawak

Ditetapkan di : Bedahlawak

Pada tanggal : 13 Februari 2017

KEPALA DESA BEDAHLAWAK
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